
-

LEMBARAN DAERAH 
. J(ABUPATEN DAERAH TINGKAT IT SUKOHARJO 

NOMOR: 4 TAHUN 1996 SERI D NO. 4 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT n 
SUKOHARJO NOMOR 10 TAHUN 1995 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN 
DAERAH TINGKAT Il SUKOHARJO 

I 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penL1gkatan kelancaran penyelenggaraan 
pemerintahan clan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil 
guna sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 
Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas 
Petemakan Daerah, maka dipandang perlu mengganti Peraturan 
Daerah Kabupaten aaerah Tingkat Il Sukoharjo Nomor: 12 Tahun 

· 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Petemakan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukokharjo; 

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

Mengingat: 1. Undang - undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pe~be~tukan 
Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingl,amgan Prop1ns1 Jawa 
Tengah; 

2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 197 4 ten tang Pokok - pokok 
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indones~a 
Tahun 1974 Nomor 38, Tan1bahan Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 3037); 
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. N mor 33 Tahun 1951 tentang Pelaks~ ... 
enntah o . ah dal ""'•a~,, Peratuan Pem ·an dari Urusan Pemennt an am Lapang ~1 

3. Penyerahan Sebag~ Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negailli 
Kehe,vanan Kep~ a Tahon 1951 Nomor 52, Tambahan Lernbar ra 
Republik Indo~e;:donesia Nomor I 22 ); . <Ill 
Neaara Pepubhk r 6 Tahun 1988 tentang Koordi"' . 

~ ·ntah Nomo ~1as1 , 
4. Peraturan Peme~ V rt1·kal di Daerah ( lembaran Negara Pepublik 

Kegiatan Instanst e N 10 Tambahan Lembaran Nega 
T 1 1988 omor , ra Indonesia a tun . 

3373
); 

Republik Indonesia Nomor 45 Tahun . 1992 tenta 
p · tah Nomor ng 

5. Perturan emenn . D ah dengan Titik Berat pada Daera1i 
Peyelenggaraan Otonomt aer R blik Indonesia Tahun 1992 
Tingkat II ( Lembaran Negara epu · 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3480); 
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang 

Pedoman Organisasi Dinas Daerah; • 
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang 

pola Organisasi PemerintahDaerah dengan Wilayah; 
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tatun 1994 tentang 

Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Petemakan Daerah .. 
Dengan perserujuan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 
JI Sukoharjo. . . · 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERA TURAN DAERAH KABUPA TEN DAER.AH 
SUKOHARJO TENTANG ORGANISASI DAN TINGKAT II 
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAEDA"" TATAKERJA 
SUKOHARJO 4

vu-i TING KAT II 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

DaJani Peraturan Daerah ini yang dimaksud d 
engan. 

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat 
11 

· 
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah I<abu SUJcoharjo: 

II Sukoharjo· Paten l) 
' aera1i r· 

lllgkat 
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c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 

Sukoharjo; 
d. oe,van Perwakilan Rakyat Dgkaerah adal~ Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Daerah Tin at II Suk~harjo; 
Dinas Petemakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II e. . 
Sukoharjo; 

f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Petemakan Kabupa~en Daerah Ting-
kat II Sukoharjo. · 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 2 

(I) Dinas Petemakan merupakan unsur pelaksan~ Pemerintah Daerah · di 
bidang Petemakan. · 

(2) Dinas Petemakan dipimpin oleh seorang Kepala D~as yang berada di 
bawah dan betanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah. 

Pasal 3 

Dinas Peternakan mempunyai tugas menyelengarakan urusan rumah tangga 
Daerah clan tugas pembantuan yang deberikan oleh Pemerintah clan atau 
pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang 
peternakan. 

Pasal 4 · _ 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peratuan Daerah ini, 
Dinas Peternakan mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan pembinaan umum di bidang petemakan berdasarkan 
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala_ Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah ; 

b. pembimbingan teknis di bidang Petemakan : 

c. pemberian izin clan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya ; 
d. pelaksanaan penyuluhan: 

e. pengamanan teknis sesuai tugas pokoknya: 

f. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani: 
g. pelaksanaan pengolahan Unit Pelaksana Teknis Dinas Petemakan: 
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urusan tata usaha Dinas. 
h. peiaksaan . 

BABill 
ORGANISASI . . 

I dan Susunan Organ1sas1 
Bagian Pertama Po a 

. Pasal 5 

Organisasi Din~s Peternakan ditetapkan Pola_Maksimal : 

Pasal 6 

( l) susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari : 
a Kepala Dinas ; 
b. Sub Bagian Tata Usaha ; 
c,SeksiProduksi; . 
cl. Seksi U saha Tani clan Pengolahan ; · 
e, Seksi Kesehatan Hewan : 
f. ~eksi Penyebaran dan Pengembangan Petemakan ; 
g. Seksi Penyuluhan; 
h. Cabang Dinas ; 
i. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; 
j. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4( empat) U · . 
Produksi, Seksi Usaha Tani dan Pengolahan S k i:isan, sedangkan Sekst 
Se~i Penyebaran dan Pengembangan Pete~ake 51 Ke~ehatan Hewan dan 
dari 4 (E~pat ) Sub Seksi.adapun seksi penyu~ masmg - masing terdiri 
Sub Seks1. Uhan terdiri dari2 ( dua ) 

(3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi -seks· . 
d. ale d 1 mastng un su ayat (I) Pasal ini masing _ ma . - Illasin . 
Kepala yang berada dibawah dan bert stng diphnp. g sebagaunana 
Dinas. angungg fowab ~ oleh seorang 

( 4) Bagan Organisasi Dinas Petemakan seba . epacfa Kepala 
(1) Pasal ini, adalah tersebut dalam 1:~ana dun 
merupakan bagian yang tak terpisahkan . Pu-an l>era~ da!am ayat 

daera11 ini 
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Bagian Kedua 
Kepala Dinas 

Pasal 7 

KepaJa Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini. 

Bagian Ketiga 
Sub Bagain Tata Usaha 

.,, 

Pasal 8 

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas Menyelenggarakan urusan 
perencanaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan clan urusan 
umum. 

Pasal 9 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan 
Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 

a penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan 
organisasi clan tata laksana; . 

b. pengelolaan administrasi kepegawaian ; 
t 

c. pengelolaan admini:strasi keuangan; 

d. pengurusan rumah tangga dan perlengkapan surat menyurat dan 
kearsipan. 

Pasal 10 r 

(I) Sub Bagian Tata Usaha Terdiri dari: _ 
a. Urusan perencanaan; 
b. Urusan Kepegawaian; 
c. Urusan Keuangan ; 
d. Urusan Umum. 

(2) U~an - ~an. sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mashlg­
masmg, clip1111p1n oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 
bertanggung Jawab kepada Kepala sub Bagian Tata Usaha. 
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pasal 11 

aan 
!Ilernpunyai tugas mengumpulkan, meng 

U an 
Perencan . ik, . k bah e .. (1) rus ar data dan -statist meyiap an an Iap<>raii 

lola dan mengan isa bahan pe!Ilbinaan organisasi clan tata},1. 

dinas, serta meyusun ..... 

sana. . an !IleillPunyai tu gas menyiapkan bahan 
(2) urusan Kepega:a kebutuhan dan pengernbangan pegaWai 

penYll:'unan wr~~ serta mengurus pengelolaan administrasi kepe' 
mutast pega = · 
g~ruw. . . 

(3) urusan Keuangan mempunyai tugas menyta~kan_ bahan penyu. 
sunan umum Anggaran Pendapatan clan Bel_anJa Dmas, menglll'Us 
pembukuan, meJakukan perhitungan anggaran, verifikasi serta 

mengurus perbendaharaan. 
(4) Urusan Umum mempuyru tugas mengurus surat menyurat, 

kearsipan dan rumah tangga serta perlengkapan. 

Bagian Keempat · 
Seksi Produksi 

Pasal 12 

Seksi Produksi mempunyai tugas melak ak . 
Petemakan di bidang produksi petemak san an sebagtan tugas Dinas an. 

Pasal 13 ' · 

untuk menyelenggarakan togas te b . · D rah . . S . rse ut pad 
ae b~• ~ks, Produksi mempunyai fungsi· a pasal 12 Peraturan 

a pem unbmgan teknis reproduksi. . 
b. pembimbingan pembibitan tern;. 
c. pembimbingan pengawasan per d, 

. . ' e aran clan 
d. pembtmbmgan pengkajian dan Penggun , penerapan. aan Pakan; 

Pasal 14 

( 1 ) Seksi Produksi terdiri dari; 
a.Sub Seksi Teknik Reproduksi· 
b.Sub Seksi Pembibitan· ' 

. ' 
c.Sub Seksi Pakan· 

' 
d.Sub Seksi Kaji Terap. 
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(2) Sub Seksi-sub seksi sebagimana dimaksud ayat (1) · Pasal 
ini,masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi. 

Pasal 15 

(1) Sub Seksi Teknik Reproduksi mempunyai tugas manyusun kebutuhan 
semen dan mudigah mengadakan, menyimpandan menyalurkan semen 
dan mudigah,memantau inseminasi buatan dan alili mudigah. 

(2) Sub Seksi Pembibitan ~empunyai tugas m~bimbing produksi ternak 
bibit pedesaan,mem~tau pengawasan mutu ternak bibit, membimbing 
registrasi ternak dan penguji populasi dasar tern~ serta memantau 

· kinerja temak bibit. 

_(3) Sub Seksi Pakan mepunyai tugas memantau pengadaan,peredaran dan 
penggwiaan pakan temak. 

(4) Sub Seksi Kajic :Terap ~empunyai tugas membimbing pelaksanaan 
pengkajian penerapan tek:nologi ·di bidang petemakan . 

', 

: _ ~- ~agian Kelima 
· · Seksi Usaha Tani dan Pingolahan 

Pasal 16 

Seksi Usaha Tani dan_pengolahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Dinas Petem~an ~ bidang tani te~ak dan pengel~laan h~il temak. 

• •• .. • 1• • • ' • .. . . . 

· · ··., · · ·· • .- · Pas al 17 
) 

Untuk menyelenggarctlcan tugas .· t~rsebut pada Pasal 16 _ Peraturan ini, Seksi 
Usaha Tani clan Pengolahan me~pwiyai fungsi: . . . . ·. . 
.a pelayanan usaha peternakan ; · 
b. pemantauan suntber daya peteniakan; 
c. pembimbingan pengolahan basil petemakan; 
d. pembimbingan pemasaran peternakan; 

Pasal 18 

(1) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan terdiri dari: 
a. Sub Seksi Pelayanan Usaha; 
b. Sub seksi suntber Daya ; 
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b Seksi PengolahaD Hasil ; 

c. u . 
d. s b' seksi Pemasaran • · . · u . b ksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pas 

(2) Sub. Sek5i-~u /~pin oleh seorang Kepala yang berada di bawal ~ 
masmg-masi~g 1

~ kepada I(epala Seksi Usaha Tani dan Pengolah ah~ 
bertanggung Jawa . an. 

Pasal 19 

(1) Sub Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas melakukan pelay~ 

usaha tani ternak . . · · 
(2) Sub Seksi Sumber Daya mempunyai tugas melakukan inVentarisasi dan 

memantau penyediaan Iahan, ketenagaan clan pennodalan usaba temak. 

(3) Sub Seksi Pengolahan Hasil mempunyai tugas memantau dan membinJ. 
bing pengawasan Pegolahan basil temak . ·· 

(4) Sub Seksi pemasaran mempunyai togas pokok mengumpulkan, mengo­
lah clan menyajikan data pemasaran hewan dan penilmpungan temak . 

' ~ 

Bagian Keenam 
Seksi Kesebatan ·Hewan 

Pasal 20 · 

Seksi Kesehatan Hewan mempun ·ai tu · 
Dinas Petemakan di bidang keseha~ he;; . melaksanakan sebagian tugas 

Pasal 21· 

Untuk menyelenggarakan tugas terseb t d 
Seksi Kesehatan Hewan mempunyai ~is~: a Pasal 20 Peraturan daerah ini, 
a pengamatan, penyidikan dan e id . . 

buat peta penyakit hewan . p emtolog1 penyakit he 
b. pencegahan dan ' wan, serta mem· 

pem berantasan pen aki 
c. pelayanan kesehatan hewan . y t hewan ; 

d. pengawasan kesehatan masy~ak t . a vetenner. , 
Pasal 22 

(1) seksi Kesehatan Hewan terdiri dari. 
a. sub Seksi Pengamatan dan p . ·. 
b S b S 

. eny1d1kan. 
. u eks1 Pencegahan dan Pe b , m erantasan . , 

CamScanner 



65 

c. Sub seksi Pelayanan Kesehatan Hew~ ; 
d. Sub seksi kesehatan Masyarakat Vetenner . 

(Z) Sub Seksi-subse~ _seb~gaimana dimaksud _ ayat (1) Pasal ini, 
masing-masing d1p1mpm oleh seorang Kepala yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala seksi Kesehatan 

Hewan . 

Pasal 23 

(1) sub seksi Pengamatan clan Penyidikan mempunyai tugas 
membimbing pengamatan, penyidikan, epidemiologi dan . 

pembuatan peta penyakit hewan . 
(2) Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan mempunyai tugas· 

membimbing pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan . 

(3) sub Seksi pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas 
membimbing teknis pelayanan kesehatan hewan dan memantau 
peredaran dan penggooaan obat hewan . 

( 4) Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas 
mengawasi hygiene -dan · sanitasi lingkungan usaha-usaha 
petemakan, melakukan pelayanan rumah potong hewan/ rum.ah 
potong unggas serta memantau perlindungan dan kesejahteraan 
hewan. - . 

Bagian ketujuh · 
Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan 

Pasal 24 

Seksi Penyebaran dan Pengembangan Petemak . 
melak ak b . an mempunya1 tugas 

san an se ag1an tugas Dinas Petemakan di bidan en ebaran 
dan pengembangan petemakan . g p y 

Pasal 25 ~= ~~yeleng~ tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan 
tru, seks1 Penyebaran clan p . 

mempunyai fungsi : engembangan Petemakan 

a. pembimbingan ident · fik · I k petemakan. I as1 o asi penyebaran dan pengembangan 
' b. pembimbingan · · . penytapan lokasi dan petemak ; 
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ataan temak ; 
c. pen an redistribusi temak ; 
d.pengurus 

Pasal 26 

dan pengembangan Petemakan terdiri dari . 
(1) Seksi Penyebaran. . . . · 

Sub Seksi Ident1fikas1 , · a. 
b. Sub seksi Penyiapan ; 
c. Sub Seksi Penataan ; . · 
d. Sub Seksi Redistribus1 ; 

(2) Sub Seksi -sub seksi sebagaimana dimakSud ayat (I) Pasal ini, 
masing -masing dipimpin oleh seorang Kepala ~ang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Seks1 Penyebaran 
dan pengembangan Petemakan . 

Pasal 27 · 

(1) sub seksi Identifikasi mempunyai tugas melakukan bimbingan 
identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan temak . 

(2) Sub seksi Penyiapan mempunyai tugas menyusun bahan tata 
ruang petemakan, menyiapkan 1okasi clan petani di Daerah 
penyebaran dan pengeinbangan petemakan . -

(3) Sub seksi Penataan mempunyai tugas meng 1 1 dm' . . 
duhan dan b . h il emak e o a a m1stras1 ga ag1 as t . · 

( 4) Sub Seksi Redistribusi mempunyai tu _ 
pengumpulan, seleksi, penyebaran k b 

1
. gas melaksanakan 

em a I temak bibit 
Bagian Kedelapan · 
Seksi penyuluhan 

Pasal 28 

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas m 1 
Dinas Petemakan di bidang penyuluhan t e aksanakan seb . 

ema1c . ag1an tugas 
Pasal 29 

Untuk menye1enggarakan tugas tersebut 
Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai n:~ Pasai 2 
a penyiapan dan pelaksanaan program gsi : 8 

~eraturan 
. k , tnetoct 

Penyuluhan serta re ayasa sosial dan eko . e clan . 
noni1. sist 

' etn kerja 
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b. perencanaan, pendayagunaan dan bimbingnap ketenagakerjaan 
penyuluhan; 

c. pembimbingan dan pengembangan kelembagaan petani ; 
d perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendaya- gunaan 

sarana penyuluhan ,; 
e perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan 

materi penyuluhan . 

Pasal 30 

(I) Seksi Penyuluhan terdiri dari : · 
a Sub Seksi Tata Penyuluhan ; . 
b. S!-lb Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana. 

(2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat . (.1) Pasal ini, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 
bertanggung jawaq kepada Kepal~ seksi Penyuluhan . . 

Pasal 31 

(I ) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas ll)emberik~ pelayanan 
teknis dan administrasi kepada para penyuluh petemakan dalam 
penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode 
dan sistem kerja penyuluh, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial 
dan ekonomi pelakasanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi 
pelaksanaan penyuluhan . 

(2) Sub Seksi Kelembagaan. Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun 
rencana kebutuhan dan memdayagunakan tenaga penyuluh, 
merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, 
memperbanyak dan 1nenyebarkan 1nateri penyuluhan serta memberikan 
pelayanan teknis dan adininistrasi kepada para penyuluh dalam 
pen1binaan dan pengembangan kelen1bagaan petani, penyelenggaraan 
kursus-kursus tani,penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta 
penyiapan rnateri penyuluhan . 

Bagian Kesen1bilan 
Cabang Dinas 

Pasal 32 

Cahang Dinas dibentuk herdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh tytenteri 
Dalr1m Ncgcri . 
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,; sepuluh 
oagian ~e . o·nas 

ana Tekn•s • 
V nit Pela ks 33 

pasal k . b . 
nyai kedudu an se agar unsur 

. Dinas ,netnpu 
. Pelaksana Teknt~ I Dinas Petemakan . 

( 1) Unit teknis operas1on~ . Jeh seorang Kepala yang berada 
peiaksana . o· s dipirnp1n o . . 

(2) unit pe]aksana Tekfl1s 'J:wab kepada I{epala Dirt~s . 
dibawah dan bertanggung . . 

· Pasal34 

k 
. DinllS dapat dibentuk berdasarkan kriteria Yang 

U it Pelaksana Te n1s . 
di~etapkan oleh Menteri Dalam Negen. 

Bagian Kesebelas 
Kelompok Jabatan F~ngsional 

Pasal 35 · 

. 1 di L · gkungan Dinas Petemakan (1) Kelompok Jabatan Fungs1:nta · tn . . 
mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis petemakan dt b1dang 
keahlian masing-masing . 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat ( 1) Pasal 
ini, di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua 
kelompok, yang berada di bawah clan bertanggung jawab kepada ·Kepala . 
Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan . 

Pasal 36 
. . 

( J) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimak ud 
Peraturan Daerah ini, dapat.dibagi kedal b s ayat (1) Pasal 35 

am su -sub kelom k · dengan kebutuhan dan masing -masing dlpi . 
1 

. po sesua1 
fungsional senior. mpm O eh seorang tenaga 

(2) jumlah tenaga fungsional ,~itentukan berdasarkan s· . · 
kerja. tfat, Jenis dan beban 

·. (3) .Pembinaan terhadap tcnaga fungsional dilakuJc 
Peraturan Perundan~·undangan yang berlaku. an sesuai d 

engan 
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BABIV 
TATAKERJA 

Pasal 37 

Dalam melaksat1:akan tugasnya Dinas Petemakan, Unit Pelaksana 
Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, itegrasi dan sinkronisasi baik dalam 
lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai 
dengan tugas masing-masing. · 

·Pasal 38 

( 1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan 
yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah . 

(2) Kepala Dinas diwajibkan memberi petunj~ membina, 
membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu 
dan pelaksana yang berada dalam ~~gkungan Dinasnya. · 

BABV · 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 39 

Jenjang jabatan dan kepangkawi serta susunan kepegawaian diatur 
kemudian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

•. yang beilaku. ,. . : . 

Pasal 40 · 

hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur 
lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai 
pelaksanaannya . 

Pasal 41 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II. Sukoharjo Nomor 12 Tahun 1981 
tetang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Petemakan kabupaten 
daerah Tingkat II Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku lagi . 
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BABVI 
pENUTVP 

pasal 42 

. . mulai berlaku pada tanggal _diundangkan . 
Peraturan Daerah uu dapat mengetahumya memerintahi. 

. · orang ~~ 
Agar supaya set1ap an Daerah ini. d~ngan penempatannya da! 
Pengundangan Peraturb ten Daerah Tit}gkat II Sukoharjo. ~ 
Lembaran Daerah Ka upa 

DE\\'AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATENDAERAHTINGKAT Il 

SUKOHARJO 
KETIJA 

tt d 

SOEBENI 

,. 

.. 

. . , 

"' 

I . , 

, . 

. Ditetapkan di sukoharj
0 

pada tanggal 5 Juni I 9gj 

BUPATI KEPALA DAERAH 
TINGKATil 

SUKOHARJO 
t • 

\ 

ttd 
,· r 

Ir. TEDJo ~UMINTO 

.. 

. . 
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DIS/\HK/\N 
Dengan 

Kcputusan Gubcmur Kepala Daerah Tingkat I 
Jawa tcngah 

Tanggal :3 Nopember 1995 No. 188.3 /. 336 / 1995 
An. Sckrctaris WILA Y AH / DAERAH TING KAT l 

JAW A TENGAI I 
Kcpala Biro hukum 

t t d 

SUTJI ASTOTO, Sil 
Penata Tingkat I 

NIP. 010 088 157 

Diundangkan dalmn Lc1nbnran Dacrah 
Kabupatcn Dacrah Tingkat II Sukoharjo 

.Nomor 4 Tahun 1996 Seri D No. 4 
Pada Tanggal : 3 Pcbruari 1996 

Sckretaris Wilayah / Daerah 

t t d 

Drs, SRI HARDONQ 
Pembina Tingkat I 
NIP. 010 071 319 
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